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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 76 /PMK.06/2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, telah 

diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara; 

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan 

penggunaan Barang Milik Negara, perlu melakukan 

perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
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Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Penggunaan Barang Milik Negara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 246/PMK.06/2014 TENTANG TATA 

CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK 

NEGARA. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791), diubah sebagai 

berikut:  

 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah dan diantara ayat (5) 

dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan 

ayat (5b), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 18 

(1) BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya 

pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk 

dioperasikan oleh pihak lain. 

(2) Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak 

lain dilakukan dalam rangka: 

a. menjalankan pelayanan umum sesuai tugas 

dan fungsi Kementerian/Lembaga; dan/atau  

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(3) Biaya pemeliharaan BMN selama jangka waktu 

Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak 

lain dibebankan pada: 

a. Pengguna Barang; 

b. pihak lain yang mengoperasikan BMN; atau 

c. Pengguna Barang dan pihak lain yang 

mengoperasikan BMN. 

(3a) Pembebanan biaya pemeliharaan BMN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf c dapat 

diberlakukan terhadap BMN yang dioperasikan oleh 

pihak lain karena penugasan atau kebijakan 
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pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(4) Pihak lain yang mengoperasikan BMN dilarang 

melakukan pengalihan atas pengoperasian BMN 

tersebut kepada pihak lainnya dan/atau 

memindahtangankan BMN bersangkutan. 

(5) Dalam hal pendapatan yang diperoleh setelah 

dikurangi biaya operasional menghasilkan 

keuntungan bagi pihak lain yang mengoperasikan 

BMN, keuntungan tersebut disetor seluruhnya ke 

rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan 

Negara Bukan Pajak, kecuali ditentukan lain oleh 

Peraturan Perundang-undangan. 

(5a) Dalam hal objek Penggunaan BMN untuk 

dioperasikan oleh pihak lain berupa tanah, pihak 

lain tersebut dapat mendirikan bangunan dan 

barang lainnya untuk kebutuhan pihak lain 

bersangkutan dan Kementerian/Lembaga. 

(5b) Bangunan dan barang lainnya yang didirikan oleh 

pihak lain untuk Kementerian/Lembaga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) merupakan 

BMN sejak diserahkan kepada 

Kementerian/Lembaga. 

(6) Dihapus. 

 

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga 

Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 19 

(1) Pihak lain yang dapat mengoperasikan BMN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 

adalah: 

a. Badan Usaha Milik Negara; 

b. Koperasi; 

c. Pemerintah negara lain; 

d. organisasi internasional;  
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e. lembaga independen yang dibentuk dengan 

Undang-Undang; atau 

f. badan hukum lainnya. 

(2) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d merupakan organisasi bilateral 

atau multilateral yang secara resmi diikuti oleh 

Indonesia sebagai anggotanya. 

(3) Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain: 

a. dilakukan untuk penyelenggaraan pelayanan 

umum, untuk pihak lain berbentuk Badan 

Usaha Milik Negara, Koperasi, atau badan 

hukum lainnya; 

b. dilakukan untuk penyelenggaraan urusan 

pemerintahan, untuk pihak lain berbentuk 

lembaga independen yang dibentuk dengan 

undang-undang untuk melaksanakan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh 

Pemerintah negara lain dilakukan untuk digunakan 

sebagai fasilitas umum, dengan mempertimbangkan 

hubungan baik antar negara. 

(5) Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh organisasi 

internasional dilakukan untuk melaksanakan 

kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

organisasi internasional bersangkutan. 

(6) Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh organisasi 

internasional dan Pemerintah negara lain hanya 

dapat dilakukan untuk BMN berupa tanah dan/atau 

bangunan. 
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